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dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini. 

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
menjadi panduan bagi pemangku kepentingan dalam
mendirikan Satuan Pendidikan Pengkajian Kitab Kuning dan
menata Kelembagaan Pesantren yang Menyelenggarakan
Program Kesetaraan. 
Penataan Kelembagaan Pesantren sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESA TU dilakukan oleh Direktur J enderal
Pendidikan Islam dalam bentuk transformasi
penyelenggaraan program kesetaraan menjadi: 
a. penyelenggaraan pendidikan muadalah;
b. penyelenggaraan pendidikan diniyah formal; dan
c. penyelenggaraan pengkajian kitab kuning. 
Transformasi penyelenggaraan program
sebagaimana dimaksud dalam Diktum
dilaksanakan paling lam bat tahun 2027. 

kesetaraan
KEDUA

Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan evaluasi
pelaksanaan transformasi penyelenggaraan program
kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
setiap 6 (enam) bulan. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februsri 2025
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b) nama dan alamat Pesantren; dan
c) nomor statistik satuan Pendidikan yang akan dicantumkan

dalam Piagam Izin Pendirian sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan Penetapan Izin Pendirian satuan
pendidikan pengkajian kitab kuning.

7. Keputusan Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan pengkajian
kitab kuning menjadi dasar untuk menetapkan nomor statistik
satuan pendidikan berupa nomor statistik satuan pendidikan
pengkajian kitab kuning, dan sebagai dasar untuk melakukan
pengintegrasian dengan sistem pengelolaan data dan informasi
pendidikan secara nasional.

8. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menyampaikan salinan
Keputusan Penetapan Izin Pendirian satuan pengkajian kitab
kuning setelah Pesantren Penyelenggara menandatangani pakta
integritas dengan format yang ditetapkan oleh Direktur Pesantren.

9. Piagam Izin Pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning
disampaikan kepada Pesantren Penyelenggara setelah pakta
integritas ditandatangani dan data satuan pendidikan pengkajian
kitab kuning telah terintegrasi dengan sistem pengelolaan data dan
informasi pendidikan secara nasional.

10. Keputusan Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan pengkajian
kitab kuning dapat menjadi acuan penilaian dan evaluasi serta
pemenuhan mutu untuk menetapkan keterpenuhan kriteria mutu
minimal.
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